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KATA PENGANTAR

Puji syakur kaml haturkan kehadivat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan
rahmat=Nya, kami dapat menyusun Rencana  Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026 ini sebagai dasar dalam pelaksanaan
program dan keglatan Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara selama kurun
waktu 5 (Ima) tahun,

Rencana Strategls (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang dicapal dalam kurun waktu 1 (satu) sampal dengan § (lima) tahun dengan
memperhitungkan  berbagal kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau
mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran
serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Dalam penyusunan Renstra di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Timor
Tengah Utara, didasarkan pada hasil pembahasan Perencanaan Strategis masing-masing
Bidang yang selanjutnya dijadikan dasar pembuatan renstra organisasi sesuai dengan
kewenangan, tugas pokok dan fungsi. Sedangkan dalam penyusunan visi, misi dan nilai-nilai
organisasi perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen
organisasi agar penyusunan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai
komitmen bersama yang akan memudahkan pencapaian tujuan.

Masukan mengenai penyempurnaan Renstra Dinas Perhubungan ini sangat
diharapkan agar kinerja lembaga ini di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga

dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kefamg_mnu
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara
(RENSTRA) Tahun 2021-2026 disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (RPJMD) Tahun 2021-2026
yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Timor Tengah Utara selanjutnya akan menjadi pedoman dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan.

Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan tentang visi yang
harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara 5 (lima)
tahun ke depan, dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan
sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam
berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun
dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi
kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, difahami bahwa
perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni:

1. Penyusunan rencana;

2. Penetapan rencana;

3. Pengendalian pelaksanaan rencana;

4. Evaluasi rencana.

Pelaksanaan pembangunan Daerah akan dapat berjalan dengan baik
apabila ada sinergi antara OPD /dinas- dinas daerah, disamping partisipasi dan
peran serta seluruh pelaku pembangunan lainnya di daerah. Hal ini terutama
berkaitan erat dengan sumber daya dan sumber dana pemerintah daerah dalam
menggerakkan roda pembangunan. Penyusunan Renstra diharapkan dapat
melibatkan 3 komponen utama yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah yang

berpijak pada kondisi, potensi dan permasalahan yang ada serta harus berpihak
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pada kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka lingkup tugas Dinas
Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara yang termasuk dalam perencanaan
strategisnya adalah mempersiapkan program- program yang mengarah kepada
penyiapan sumber daya manusia, fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana serta
sistem tranportasi daerah sehingga tercipta kelancaran, ketertiban, efektif dan
efisiennya pelayanan jasa perhubungan.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari tugas tersebut, maka Pemerintah
Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan Struktur Organisasi Tata
Laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan
kewenangannya di bidang perhubungan mempunyai fungsi antara lain:

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas jangka pendek, jangka menengah
dan jangka panjang.

2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan
umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian.

3. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai dengan lingkup
tugasnya.

4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang teknik
sarana prasarana , bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan bidang
perhubungan laut.

5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat

dalam lingkup tugasnya.

6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

7. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap
penyelenggaraan kegiatan dinas

8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

lingkup tugasnya.

ﬁ
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1.2 Landasan Hukum

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahun 2021-2026 disusun atas dasar landasan ldil Pancasila dan Landasan

Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Sedangkan Landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional

yang diuraikan sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

e S ———
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 11);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun
2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0105)

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

e ——
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara 2005 - 2025.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor

Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020
Nomor 6, Nomor Registrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Peraturan
Daerah Tahun 2020).

27. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021
Nomor 661).

28. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara 2021 - 2026 (lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahun 2021 nomor 3, tambahan lembaran Daerah nomor 124).

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis adalah :

1. Sebagai dasar dalam penyusunan arah dan kebijakan pelaksanaan

pembangunan sektor perhubungan.

2. Mempermudah pelaksanaan , Koordinasi , Monitoring, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Bidang Perhubungan.

3. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Timor

Tengah Utara di sektor perhubungan.

4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perhubungan dalam Upaya
meningkatkan kualitas pembangunan sektor perhubungan

e ———————
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1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis adalah :

1. Mampu menyusun rencana dalam perubahan lingkungan strategis.

2. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada

masa depan.

3. Mampu beradaptasi dengan perkembangan dan memanfaatkan peluang

yang ada.

4. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

5. Tersusunnya Rencana Strategis yang tepat untuk melaksanakan program

pembangunan bidang perhubungan.

6. Tersosialisasinya rencana strategis pembangunan perhubungan tahun

2021-2026 terhadap semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah

Utara terdiri dari:

BAB1

BABII

BAB III

BAB IV

BABV

Pendahuluan

terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,
Sistematika Penulisan

Gambaran Pelayanan DISHUB

terdiri dari Tugas, Fungsi, dan Struktur DISHUB, Sumber Daya
DISHUB, Kinerja Pelayanan DISHUB, serta Tantangan dan peluang
Pelayanan DISHUB

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan fungsi

terdiri dari Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi,
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala
Daerah, Telaahan renstra K/L, Telaahan Renstra Kementrian
Perhubungan, serta Penentuan Isu-isu strategis;

Tujuan dan Sasaran

terdiri dari Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Strategi dan Arah Kebijakan

terdiri dari rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

s ]
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Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan
terdiri dari Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang
terdiri dari Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran.

BABVIII  Penutup
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BADB 1]
GAMDBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsl dan Struktur Organisasi

Sesual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah mengamanatkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah dan ketentuvan mengenal kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, maka
terbentuklah Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara yang semula
bernama Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah  Timor Tengah Utara Nomor 5B tahun 2016 tentang
Kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan tata
kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 34 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor
661).

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Timor Tengah Utara Nomor 34 Tahun
2021 tentang Kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, struktur
organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah
Utara; Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah :

# Tugas Pokok
Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai Tugas
Pokek yakni melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang
perhubungan baik itu perhubungan darat maupun perhubungan laut.

# Fumgsi
Adapun fungsi dari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah
Utara yaitu :
» Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas Anghkutan Jalan,

Teknik Sarana dan Prasarana dan Perhubungan Laut.

e ———
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+ Penyelengparaan wrusan pemerintahan dan pelayanan umum di

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Teknik Sarana dan Prasarana dan
Perhubungan Laut

& Pembinaan dan Pelaksanaan di Bidang Lalu Lintas Anghutan Jalan,
Teknik Sarana dan Prasarana dan Perhubungan Laul

= [Pelaksamaan, monitering, evaluasi dan laperan kegiatan Dinas.

= Pelaksanaan tugas lain yang diberikan aleh Bupatif Wakil Bupat
sesual dengan rupgas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan
tan perundangan yang berlaku

Z.1.2 Struktur Orpanlsasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Timor Tengah Utarm Nomor 34 Tahun
2021 tentang Kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, struktur
organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah
Utara terdiri dari :

# Tipe Dinas Perhubungan berbentuk Dinas Tipe B

* Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdici dard :
= Kepala Dinas
» Bekretorks

Bidang-Bidang

= Unit Pelaksana teknis

Kelampak Jahatan Fungsional

T ———————————— e —
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2.1.3 Dasar Hukum Pembentulkan Dinas Perhubungan

L

9.

Undang-Undang Nemor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat 11 Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa tenggara Timur (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomo 122, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomar 1655];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Unelang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomer 5§ Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tabun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Momor KM. 7 Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Perhubungan;

Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara rebuplik Indonesia tahun 2016
Nomar 114, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Momer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah

10, Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomer 12 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasl Perangkat daerah
(Lembaran Daerah):

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Bidang Lalu Lintas dan Anghkutan Jalan;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nemer 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timer Tengah Utara Nomor B6

13. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomaor 58 tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Funpsi serta Tata kerja
Dinas perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
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Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 34 tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perhubungan;

2.1.4 Uraian Tugas
a) Kepala Dinas Perhubungan

Ikhtisar [abatan :

Menyusun kebijakan,  merumuskan sasaran prrencanaan
program/kegiatan, mengorganisasikan pelaksanaan program/kegiatan
mengkoordinasikan,  pengendalian,  mengarahkan,  membina,
mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pregram  kegiatan
Dinas Perhubungan meliputi bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Teknik
Sarana Prasarana, Perhubungan Laut.

b) Sekretaris Dinas Perhubungan
Ikhlisar Jabatan :
Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional sekretariatan,
membagl tugas, memberi petunjuk, membina, mengatur, mengevaluasi
dan pelaperan  pelaksanaan  kegiatan  kesekretariatan  dalam
pengendalikan  perencaaan  dan  evaluasi, urusan umum dan
kepegawaian serta pengelelaan keuangan dan aset dinas.
s Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Evaluasi
Ikthisar Jabatan :
Merencanakan, membagi tugas, memberi  petunjuk, mengatur,
membina, mengarahkan, mengevaluasi  dan melaporkan
penyelenggaraan kegiatan sub bagian perencanaan, umuem  dan
evaluasi dalam mengendalikan penyusunan perencanaan, program,
data serta urusan wmum, kepegawatan dan evaluasi pelaksanaan
program dan keglatan dinas.
» Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
Ikhtisar Jabatan :
Merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk. mengatur,
membina, mengarahkan, mengevaluasi  dan melaporkan
penyelenggaraan kegiatan sub bagian keuangan dan aset dinas.

Rermiea ISHUH Eabupsiben TTU Tahan 202 2-2076 Page 13



5 DISHUB Habupaten Timor Tengah Lkara

¢] Kepala Bidang Angkutan Jalan
Ikhtisar jabatan :
Mengkoordinasikan penylapan penyusunan dan perumusan rencana
program dan kegiatan pengaturan lalulintas, analisis dampak lalulintas,
perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan
fasilitas perlengkapan jalan dijalan Kabupaten dan jalan nasional, jalan
provinsi yang berada di wilayah Kabupaten serta pemberian bimbingan
keselamatan, pengendalian, pengawasan, penertiban lalulintas serta
analisis kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan.
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan
Jalan di bantu oleh beberapa kepala seksi yakni :
#» Kepala Scksi Angkutan Jalan
Ikhtisar jabatan :
Menyiapkan perencanaan pengaturan dan analisis kinerja kerfa
lalulintas dijalan kabupaten dan jalan Nasional, jalan Provinsi yang
berada dalam kota.
» Kepala Seksi Manajeman dan Rekayasa Lalu Lintas
Ikhtisar jabatan :
Menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penetapan dan
pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dijalan Kabupaten dan
jalan Nasional, jalan Provinsi yang berada dalam kota
= Kepala Scksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional
[khtisar jabatan :
Merencanakan dan menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan,
pengendalian, pengawasan, penertiban lalu lintas

d) Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana
Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembinaan manajemen terminal
angkutan orang dan barang manajemen perparkiran dan
penyelenggaraan pengujian kendarsan bermotor guna terwujudnya
penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang memenuhi standar
persyaratan baik teknis dan jalan.

e ————
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Dalam pelalsanaan tugasnya, kepala bidang teknik sarana prasarana

dibantn oleh 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

s Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
Ikhtisar Jabatan :
Menyusun rencana dan melaksanakan penataan dan  perijinan
pendirian bengkel umum dan pembinaan, pengelolaan administrasi
prosedur, mekanisme, dan standar layak sarana anghkutan.

» Kepala Scksi Perparkiran
Ikhtisar [abatan
Menyusun Rencana dan melaksanakan  Perencanaan  lokasi,
pengembangan dan pengelolaan serta pemellharaan fisik  dan
pengendalian ketertiban perparkiran.

= Kepala Seksi Terminal
Ikhtisar Jabatan :
Menyusun rencana dan melaksanakan perencanaan Jokasi,
pengembangan dan pengelolaan serta  pemelibaraan fisik dan
pengendalian ketertiban diterminal.

¢) Kepala Bidang Perhubungan Laut
Ikhtisar Jabatan :
Menyusun rencana dan melaksanakan langkah-langkah operasional
penggunaan, koordinasi, pengawasan  kegiatan angkutan laut,
kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran.
Dalam pelalsanaan tugasnya, kepala bidang teknik sarana prasarana
dibantu oleh 3 (tiga) kepala seksl yaltu:
= Kepala Scksi Anghutan Lout
Ikhtisar Jabatan :
Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan koordinasi dan
pengawasan keglatan angkutan laut
o Kepola Seksl Kepelabubonan
Ikhtisar Jabatan :
Melakukan  penyusunan  /  mengusulkan  rencana  dan
pengkoordinasian  pembangunan, pengembangan pelabuhan  laut

-_—
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serta  penyediaan / pembangunan dan pemeliharaan (fasilitas
pelabuhan.

& Kepola Seksi Keselomaton Pelayaran
Ikhtisar Jabatan :
Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan , koordinasi dan
pengawasan kegiatan keselamatan pelayaran.

e ———————
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu faktor penentu keberhasilan suale organisasi ditentukan eleh kualitas
tan kuantitas Sumber Daya Manusia yang akan melaksanakan Tugas dan fungsi
(Tupoksi) organisasi itu sendirl. Sampal saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
Dinas Perhubungan Kabupaten Timer Tengah Utara berjumlah 31 orang dan Pegawai
Tidak Tetap berjumlah 13 orang,

Jumlah Pegawai Neger Sipil menurut tingkat pendidikan dengan rinclan schagai
berikut :

Tabel 2.3 Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

No. Uralan Jumlah Keterangan
1 A 1 Orang
z |31 20 Orang
3 | DMLDILED] . Oraris
4 SLTA 2 Orang
5 SLTP 1 Orang
6 |SD ]
Jumlah 1 Orang

Sedangkan untuk data jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan adalah sebagai

berikut :
Tabel : 2.4 Jumlah PNS menurut pangkat dan polongan

No Panghat Gol/Ruang | Jumlah | Keterangan
1 | Pembina Utama Muda | IV/c 1 Orang

Z | PembinaTk1 /b . =

3 | Pembina IV /a 4 Orang

4 |PenataThkI lnifd 7 Orang

5 | Penata nife 4 Orang

6 | Penata MudaTk.1 i 5 Orang
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7 | Penata Muda [ ifa 3 Orang
Pengatur Tk, | 11/d . " Orang
9 | Pengatur lijc 1 Orang
10 | Penpatur Muda Tk, | j /b 3 Orang
11 | Pengatur Muda l/a - Orang
12 | Juru Tk 1 Ijd - Orang
13 | Juru ljc 1 Orang
14 | Juru Muda Tk | /b - Orang
15 Juru Muda Ifa - Orang
Jumlah T Orang |

Tabel 2.6 Jumlah PNS menurut Jenis kelamin

JENIS KELAMIN
JLH
LK PR
_—————
1. 26 a K|

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.1 Capaian Program dan Kegiatan Prioritas

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan KabupatenTimor Tengah
Utara mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nemor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
Capaian program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan selama tahun 2021-
2026 secara umum dapat digambarkan dalam tabel 2.5
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Tabel TC. 23
Pencapalan Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Timor Tengah Utara

BIDIRATOR HINER]A TaRcET | TARCET TARGET | TARGET RENSTRA SKFD TAHUN KE- [unit) REALISAS] CAPALAN TAHUN KE- [enit) RASID CAPAIAN TAHUN KE-
WO | SESUALTREAS DAN NSPK IKK INHMEATOR
FUNGS SKPD LAINNYA 2017 | 2038 | 2019 | 2020 | 2021 | 2007 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 1 - 3 4 5
(1 (2) @ | W (5] | m @ | e (oo oo |on | pn]og]osloolon]osl ol eo
lah KIR
Lu:'._m Ay 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Zoo@ | 25000 | 25040 | T483 | 233F 000 | 100 | 100 | 9232 934 | 45
2 |jumilah Fasileas
Keamanan jalan Raya
{Rambu Jalam) pada Jar 85 1] [&] - 247 1713 n i \ . BOAS | G579 7400 O [
|alan

Oktober 202
ubungan g

| PERBLLW..
e F Yam
i Z.H“‘,,-;Peml:l-ln:ll.lumﬂ]'-'luda

“=l MIP 19710110 200005 1 002
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2.4 Tantangan dan Peluang

Dalam pelaksanaan pelayanan sebelumnya dan evaluasi Renstra Dinas
perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara dijumpai tantangan dan peluang
bagi pengembangan pelayanan Dinas Perbubungan Kabupaten Timer Tengah
Utara sebagal berikut :

» Penyusunan jalur dan simpul transportasi puna mendukung pergerakkan
barang di wilavah kota

* Pengembangan pelayanan transportasi massal yang representatif di jalan-jalan
utama yvang menghubungkan wilayah bangkitan dan tarikan perjalanan serta
menghubunghkan simpul-simpul transportasi .

= Pengembangan pelayanan angkutan orang dan angkutan barang

* Pengembangan manajeman rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan
dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan.

= Perlunya peningkatan penyuluhan dan pemeriksaan kendaraan di jalan,
terutama bagi kendaraan angkutan umum.

* Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor bagi kendaraan-kendaraan
waijib uji.

= Peninpkatan pelayanan di terminal schingga perlu mendorong ketertiban
anghkutan penumpang umum.
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EAE 111
PERMASALAHAN DAN ISU-15U PERANGKAT DAERAH

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsl Pelayanan Dinas

Perhubungan

Pelaksanaan tugas pokek dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Timor
Tengah Utara, ditemui beberapa permasalahan dan kendala yang dapat
diidentifikasikan sebagal berikut :

1. Rendahnya Kualitas SDM Aparatur di Bidang Perhubungan

Rujukan utama indikator kualitas SDM aparat bidang Perhubungan
tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan serta pelatihan teknis
fungsional yang diikuti. Berdasarkan gambaran kondisi SDM Aparatur Dinas
Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagian besar tidak berlatar
belakang pendidikan Transportasi dengan jumlah diklat yang sangat terbatas
di Kabupaten Timor Tengah Utara.

. Rendahnya Pelayanan Transportasi

Rendahnya pelayanan Transportai leblh disebabkan eleh terbatasnya
sarana, prasarana dan fasilitas transportasi, dimana terdapat beberapa wilayah
yang memiliki faringan Jalan yang kurang memadai untuk dilalui kendaraan
angkutan umum. Selain ity belum optimalnya mekanisme dan pola pelayanan
transportasi karena adanya perubahan regulasi yang belum dibarengi
penuntasan penyusunan petunjuk teknis sebagai panduan operasional di
daerah. Hal ini mengakibatkan aksebilitas dan konektifitas antar dan mitra
daerah menjadi terbatas.

. Tingginya Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas yang
Menimbullkan Kerugian Materi dan Korban [iwa.
Masih tingginya angka kecelakaan dan kefatalan kecelakaan laju lintas

masih merupakan masalah dalam penyelenggaraan transportasi di Kabupaten
Timor Tengah Utara. Kondisi ini diakibatkan kurangnya kesadaran dan disiplin

pengguna jalan terutama para awak angkutan dalam berlalu lintas serta

Renstra DISHUE Kabupaten TTU Tahun 2022-2026 Page 21



tt‘ﬂml.i!‘:mj'il Fasilitas kesclamatan lalu lintas, disamping belum efektifnya

penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

. Minimnya Fasilitas Saran dan Prasaran (Rambu-Rambu Lalu Lintas)
Penyebab utama minimnya fasilitas sarana dan prasarana transportasi
adalah terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk membangun
Infrastruktur mengingat tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan
investasi di bidang transportasi, sementara minat investor untuk berinvestasi

masih sangat rendah.

. Belum Optimalnya Uji KIR Angkutan Umum

Uji Kir Angkutan umum belum optimal dilaksanakan disebabkan oleh
Perubahan regulasi tentang penyelenggaraan KIR dari manual ke sistem
elektronik; terbatasnya anggaran dan susahnya perawatan alat uji, rendahnya
kesadaran/ kuranpnya pemahaman masyarakat wajib uji tentang pentingnya
melakukan ujl kendaraan.

Cambaran Permasalahan di atas dan penyebabnya terdapat dalam tabel
berikut :

Tabel : 3.1
No MASALAH NO PENYEBAB
1 Rendahnya kualitas | - | Sebagian besar apartur belum
SDM aparatur berkesempatan mengikuti
dibidang pendidikan  dan  pelatihan  teknis
perhubungan dibidang perhubungan
- | Terbatasnya aparatur yang
berlatarbelakang pendidikan
transportasi
2 Rendah  pelayanan | - Terbatasnya kualitas dan kuantitas
transportasi sarana prasarana bidang

transportasi dan pola pelayanan
yang berjalan sebagaimana
mestinya

3 Masih tingginya | - | Kurangnya kesadaran dan disiplin
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jumlah dan fatalitas

kecelakaan lalu
lintas don angkutan

jalan

para  pengpuna jalan erulama
pengendara dan awak  anghutan
berkilu
lintas dijalan raya dan kurangnya
kesadaran

memaniaatkan fasilitas keselamatan

unfuk  mematubl  aturn

masyarakat  untuk
transpoertasi yang ada, serta belum
efektifnya penegakkan hukum [law

enforcement) peraturan lalu lintas

dan angkutan jalan.
4 Minimnya fasilitas | - | Terbatasnya kemampuan kuangan
sarana dan daerah
prasarana - | Tingginya biaya infestasi dibidang
transpartasi transportasl
- Kurangnya minat infestor
5 Helum  optimalnya | - | Terbatasnya anggaran dan susahnya
Ul KIR  angkutan | perawatan alat uji
UITIm Kurangnya  kesadaran  pemilik

kendaraan dalam melakukan uji KIR
Perubahan repulasi tentang
penyelenggaraan KIR darl manual
ke sistem elektronik

1.2 Telaahan Visl, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terplllh

Pada pasal 5 ayat (2] disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program Kepala Dacrah yang penyusunannya berpedoman
pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
RP|MN. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi gan program dalam RPJMD
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 ini tidak hanya berasal dari visi,

misi dan prosram Kepala Daerah saja, namun juga dilakukan beberapa proses

penyesuaian dar semua acuan yang dimaksud.
Visi pembangunan daerah dalam RPJM Dacrah Kabupaten Timor Tengah Utara
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Tahun 2021-2026 merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan
pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu kada). Visi Dupati dan Wakil
Hupati menggambarkan aral pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang
ingin dicapal [desired future] dalam masa jabatan selama 5 [lima) tahun.

Kepala Daerah untuk tahun 2021-2026 merumuskan visi Pembangunan Daerih

Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2021-2026 7 Terwujudnya Masyarokat

Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandirf melolui

Pemberdaynan Potensi Sumber Daya Monusia don Sumber Daya Alam”®,

Visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi yaftu :

I. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sekior
pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.
Dengan misi ini, Pemerintah Dagrah  bertekad  dan  berupaya
memberdayakan masyarakat untuk  meningkatkan pendapatan melalui
sektor pertanian dalam arti yang luas yakni pertanian lahan kering
pertanian lahan basah, peternakan dan perikanan sebagai lokomotil yang
mampu  menggerakkan  sektor-sektor  ekonomi lainnya dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup melalui Spirit Paradigma “"DESA
SEJAHTERA".

2 Meningkatkan  kualitas  lingkungan Pelayanan  Dasar  melalui
pembangunan perdidikan, kesehatan dan perumahan rokyaL
Misi Inl menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
kualitas pelayanan dasar melalul pendidikan yang berkualitas, terakses dan
merata, peningkatan derajat  kesehatan masyarakat melalui optimalisasi
pelayanan kesehatan yang bermitu dan dapat diakses eleh seluruh lapisan
masyarakat serta meningkatkan rumah layak huni.

1 Meningkatkan oksebilitas melalui pembangunan dan pemerataan
infrastruktur.

Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan Infrastruktur demi
meningkatnya aksesibilitas, secara adll dan merata yang berkaitan dengan
aktifitas pelayanan public yang menguasal hajat hidup orang banyak (jalan,
Jembatan dan  air bersih) sebagai penunjang ckonomi masyarakal dan
penunjang akses kegiatan social kemasyarakatan dan irigasi untuk menunjang

produksi dan produktifitas pertanian.
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4 Meningkatkan tota kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inavatif,
Melalui misi Ind, Pemerintah Doerah akan berupaya untuk mewujudian
pod  amid clean governance, penataan kembali birokrasl  pemerintahan
daerah sehapgai wjung tombak pelayanan pemerintaban yang baik yaitu
efektif, bhersih, jujur, transparan., inovatil dan akuntabel yang didukung olch
sumber daya aparatur yang prefessional dan system kelembagaan yang
efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi [e-government).

Birakrasi dan aparat diharapkan [dituntut] bekerja dengan professional dan
berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-
besarnya bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

i Pengembangan kawasan strategis daerah.

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk menata pembangunan
Kota Kefamenanu sebagai Kota Sehat, Aman, Rindang dan Indah[SARI) dan
Pusat Keglatan Strategis Nasional (PKSN), mengembangkan kawasan pesisir
Pantai Utara scbagai salah satu  pusat pertumbuhan  yang mampu
menopang  perekonomian  daerah  serta mengoptimalkan  pembangunan
kawasan perhatasandan mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan dengan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat

Untuk mencapai visl dan misl tersebut, dirumuskan 4 kelompok khusus dan
sejumlah program penunjang. Dari sejumlah program dalam keempat kelompok
propram tersebut maka salah satu program penunjang yang berkaitan dengan
pengembangan bidang perhubungan adalih program “Meningkatkan afe kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan imovatif~,

Sehubungan dengan tugas dimaksud maka isu strabegis diangkat oleh Dinas
Perhubungan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut ;

e Implementasi reformasl birokrasi dan pelayanan publik melalul optimalisas|
pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan.

« Belum tertatanya manajemen transportasi batk sarana maupun prasarana.

2.2.1. Visi dan Misi sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Amanat di dalam pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Dacrah yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan
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langka Menengah Dacrah (RPIMD) merupakan penjabaran dard visl, misi, dan

program  kepala  daerab yang  memuat lujuan, sasaran, strategi, arah
kehijakan, pembangunan daerah dan kevangan daerah, serta program perangkat
dacrah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
indikatil untuk jangka wakiu § (lima) tahun yang disusun dengan berpedaman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana
Pembanpunan angka Menengah Nasional (RPJMN). Undang- Undanp tersehut
memberi penegasan bahwa saat ini daecrah memiliki kewenangan lebih untuk
mengatur dacrahnya, tanpa meninggalkan sinerpitas dengan program-program
pembangunan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi

Disamping mengacu pada regulasi diatas, sistematika pembahasan visi dan
misi dalam bab ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Fembangunan MNasional pasal 1 angka 12 yang
menyatakan hahwa wvisi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di
inginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun dalam setiap periodenya, visi
mempunyai rentang wakiu pencapatan se¢lama 5 tahun, Hal ini berarti babowa visi
Eabupaten Timor Tengah Uar yang tercantum dalam RPJMD harus dicapai pada
tahun 2026. Tujuan visi untuk mengarahkan dan mendorong semua stekeholfder
[pemerintal dan non pemerintah) agar berkontribusi datam percapaiannya. Visi
dan misi juga bersifat men|adi inspirasi, arah, dan posisl Kabupaten Timor Tengah
Uiara di masa depan.

Adapun Visi dan Misi yang mernzpakan Tugas dan Fungsl Dinas Perhubungan
yaitu "Meningkatkan tale kefolo pemeriniahan yang baik, bersih dan inovetif.
Melalui misi Ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mewujudkan good
amd ¢clean governance, penataan kemball birokrasi  pemerintahan daerah
sebhagal vjung tombak pelayanan pemerintahan yang baik yaitu cfektif, bersih,
jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya
aparatur yang professional dan system kelembagaan yang efisicn dengan
memanfaatkan  teknologi  informasi (e-povermment). Birckrasi dan aparat
diharapkan (dituntut) bekerja dengan professional dan berorientasi pada hasil
serta memberikan manfaat pembangunan scbesar-besarnya bagi masyarakat
Kabupaten Timor Tengah Utara.
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Tujuan darl pada Misi Ini adalah mewujudkan  kinerfa pemerintah  daerah
yang professional, transparan, akuntabel dan responsive dengan sasaran

pembangunanny adalah ;

a. Meningkatnya kualitas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

b, Meningkatnya akuntabilitas kevangan

¢ Meningkatnya kualitas layanan public [Smart Governance)

. Optimalisasi implementasi system pemerintahan berbasis elektronik [Smart
Governance)

e. Meningkatnya kualitas manajemen ASN

. Meningkatnya OPD yang mencrapkan zona  integritas (Manzjemen
Perubahan)Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Dari keenam sasaran pembangunan tersebut yang sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Perhubungan ada empat sasaran yailu:

1. Meningkatnya kualitas system akuntahilitas kinerja instansi pemerintah

k. Meningkatnya kualitas layanan public {(Smart Governance)

d. Optimalisasi implementasi system pemerintahan berbasis elektronik (Smart
Governance]

¢. Meningkatnya OPD  yang menerapkan zona  integritas  [Manajemen
Perubahan)Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi dan Kabupaten

Visi menter] perhubungan ® Terwujudnya penyelenggeroan pelayanan
perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberi nifai tambah®
Untuk mencapai Visi tersebut dirumuskan mist sebagai berikut :
# Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
& Melaksanokan konsolidasl melalui restruktarizasi dan reformasi di bidang
sarana dan prasarana pembangunan;
& Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
» Meningkatkan kuealitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan
memberikan nilai tambah;
Berdasarkan misi tersebut maka tujuan pembangunan transportasi nasional
tahun 2021-2026 odaloh mewujudkan penyelenggeraan Uransportasi
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nasional dan efektlf yong ditunjong dengen S5DM  trensporiosi  yang
berkompeten guna mendukung tervigudaya indenesia yang lebih sefahtera,
amen, damal serto adil dan demokrtals, dengan sasaran ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana
transporasi sesual standar pelayanan minimal,
Meninpkatkan aksehilitas masyarakat terhadap  pelayanan  sarana  dan

prasarana (ransportasi guna mendorong pengembangan konektifitas antar
wilayah.

[

1 Meningkatkan kapasitas sarana prasarana transportasi untuk mengurangi
baglock dan bottleneck kapasitas infrastrukutur tronsportasi

4. Pemingkatan kualitas SOM dan melanjutkan restrukuturisasi kelembagaan dan
roformasi regulasi.

5. Berkembangnya teknologl transportasi yang efisien dan ramah lingkungan
svbagal antisipasi terhadap perubahan iklim [plebal warmning) dengan
program utama scbagai berikut :

* Program Transportasi Darat

= Pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana dan fasiitas LLA|
dengan terimplementasinya teknologi LLA] dan Manejemen Rekayasa
Lalu  Lintaz, rerpasangnya  fasilitas  kesclamatan  LLA]  dan
lerbangunnya/pengembangan simpul transportas! jalan

= Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan
dengan menciptakan rencana induk angkutan perkotaaan dan rencana
induk sistem lalu lintas perkotaan

* Manajemen dan peningkatan keselematan transportasi darat dengan
terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi
penyususnan pedoman teknis, monitoring dan evaluasi,

= Program Transportasi Laut
= Pembangunan fasilitas kepelabuhanan sccara  selektil  terhadap
pelabuhan dengan prioritas linggl
* Peningkatan keselamatan pelayaran melalui pendataan dan kebutuban
keselaamatan pelyyvaran  pembangunan  fasilitas dan  pemeliharaan
pengoperasian kegelamatan transportasi laut
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34 Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah Kajlan Lingkungan Hidap Strategis

Dalam Hencana Tata Ruang Wiliya Kabupaten Timor Tengah Utara dibidang
perhubungan pada masa yang akan datang menggunakan beberapa prinsip dasar
antara lain hirarki geografis, efisien dan mendukung pengembangan wilayah
lekal, regional dan nasional.

Pengembangan jaringan transportasi lokal diarahkan agar mampu mendorong
perubahan ekonomi dan pembangunan, pengembangan wilayan serta stabilitas
dan pertahanan negara di Kabupaten Timor Tepah Utara (Perbatasan Megara
Timor Leste)Secara umum pengembangan transportasi di Kabupaten Timer
Tengah Utara diarahkan untuk :

* Peninghkatan dan penpembangan pelayanan transportasi dengan prioritas
daerah-daerah atau kawasan untppulan dan kawasan potensial dan untuk
membuka daerah terisolir. Hal-hal yang pecla divtamakan baik pembangunan
dan peningkatan kondisi prosarana berdasarkan fugsi dan peranan yaiti
sebagal promoting fugtion yanitu dengan pengembangan rute atau (rayek
angkutan kota, angkutan pedesaan, angkutan antar kota dalm provinsi dan
angkutan antar lintas negara.

= Memberikan ranpgsangan dan kemudahan investasi dibidang usaha angkutan
yang mampu mendorong pertumbuhan produksi dar sektor pertanian,
peterbakan dan pertambangan serta daya tarik pariwisata yang potienslal.

3.5 Penentuan Isu-lsu Strategis
Isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kabupaten Timor
Tengah Utara adalah sebagal berikut :
* Belum berkembangnya jaringan transportasi Daerah.
Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu pusat kegiatan strategis
nasional (PKSN) sehagaimana dlamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang penataan ruang. Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara
memiliki beberapa keunikan yang belum dikembangkan, Keunkan tersehut
berkaitan dengan letak Kabupaten Timor Tengah Utara yang strategis karcna
berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan memiliki wilayah daratan
dan pesisic yang cukup potensial untuk dikembangkan sesual patensi unggulan
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yang tersedia Untuk it pengembangan jaringan transportasi [trasnportasi

darat dan Lt} perlu mendapat perhatian serius guna menunjang peningkatan
pereknnomian masyarakat Timor Tengah Utara®

F Rendahoya pelayanan publik

Pelayanan publik ialam kaltannya dengan pelayanan trasnportasi masih dirasa
belum eptimal karena bebagai kendalam dan tantangan sepert] kondisi geoarafis
dan topografis Wilayah Kabupaten Timor Tengah Uiara yang berbukit-bukit
sehingga menychabkan akses transportasi belum mampu manjongkan selurub
pelosok daerah terpencil. Sclain itu ketersediaan dan sebaran infrastruktur serta
kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat yang belum baik juga
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.

# Belum optimalnya uji KIR angkutan Umum

Kurang optimalnya uji KTR angkutan umum ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu
faktor internal atau hambatan yang berasal dari dalam erganisasi [t sendiri
yakni terbatasnya anggaran dalam pengadaan alat-alat uji KIR kendaraan dan
susahnya perawatan alat wji, dan faktor ekstenal atau penyebab dari luar
organisasi yaltu minimnya pemahaman dan  kesadarannya wajib uji tentang
pentingnya melakukan uji KIR

# Minimnya Infrastrukiur Wilayah

Kabupaten Timor Tenpgah Utara sebagai Kabupaten yang berada dipulau timur
seharusnya dapat dijanpkau dari berbagal rempat baik melalui jalur darat
maupun laut. Namun akses antar wilayah umumnya melalui transportasi darat,
sedangkan transportasi laut belum berflungsi secara aptimal karena belumnya
peningkatan status pelabuban Wini, minimnya [asilitas pelabuhan. Minimnya
infrasturktur ini lehih banyak diakibatkan aleh terbatasnya kemampuan fiskal
dacrah menging sangal tingginya investas! penyediaanfpembangunan dan
pemelfharaan sarana dan prasarana wilayah.

» Minimnya sarana prasarana

Transportasi mempunyai peranan yang sangal penting bagi berkembangnya
suptu kota Karena dinilai sebagai pendukung kegiatan ekonomi suatu kota dan
berfungsl menyediakan jasa pelayanan bagi pergerakkan baik manusia maupun
barang khususnya. Namun sampai saat ini Kabupaten Timor Tengah Utara masih
sangat terbatas dalam hal pelayanan transportasi  dan  ketersediaan sarana
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Mersirs DASHUA Kilsepaicns TTU Tabun 20222026 "ape 30



prasarana seperti Tralie Light, kurang memadainya sarana pencrangan jalan,
kurangnya rambu serta penunjuk jalan, serta kurag tersedianya prasarana sepril
zehri cross atau sarana penyebrangan jalan

Minimnya Pendanaan

Kondisi pendanaan saat ini menunjukkan balhwa 90% dana pemerintah
Kabupaten Timor Tengah Utara berasal dari DAU,DAK dan Bagi Hasil, sementara
pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Dagrah (PAD) belum berkembang
sebagaimana mestinya schingga mengakibatkan tingginya ketergantungan fiskal
daerah terhadap pendanazan pusat. Hal ini berdampak pula pada rendahnya
pengalokasion dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan
OPD.

# Terbatasnya kemampuan Teknis dan Menejerial 5DM

Aparatur merupakan faktor pencnta dalam penyelenggiraan tata kelola
kepemeriniahan yang baik Pada saat ini kondisi 5SDM bidang perhubungan di
Eabuipaten Timor Tengah Utara masih sangat minim baik dalam aspek jumlah
maupun muty, dimana hampir seluruh ASN yang adal tidak memiliki latar
belakang pendidikan vang sesual dibldang tugasnya dalam art! belum memiliki
tenaga spesialis dibidang tekmis.

¥ Perubahan repulasi wentang penyelenggaraan KIR dari manual ke sistem

elektronik

Hal ini dimaksudkan agar pelayanan KIR tidak lagi dilakukan secara manual tapd
berbasis elcktronik. Pengujian / KIR belum dilaksanakan karena keterbatasan
SDOM serta kekurangan biaya dalam langkah - langkzh pencapalan kegiatannya
serta belum dilakukan pengadaan alat wjl/ KIR yang berbasis elektronik. Target
pada awal tahun 2022 adalah telah terselenggaranya KIR elektronik karena
adanya tembahan biaya pada perubahan anggaran tahun 2021 untuk
pembelanjaan beberapa alat untuk penyelenggarsan KIR elektronik
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BAB 1V
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan pemyataan lentang hal-kal yang akan dilakukan untuk
mewujudkan misi yang divetapkan. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan
misl tersebut maka dirumuskan tujuan utama pembangunan perhubungan di
Kabupaten Timor Tengah Utara adalah mewunjudkan  penyelenggaraan
transportasi yang efektil dan efisien yang didokung sumberdaya manusia yang
berkompelen guna mendukung terwupdunys masyarakat Kabupaten Timor
Tengah Uiara yang scjahtera
Adapun hal-hal yang akan dilakukan sekalipus menjadi tujuan dalam upaya
mencapai misi NDinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021-
L0260 dirumuskan sebagal berilut
# Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Perhubungan
= Mewujudkan penyelenggaraan transportasl yang dapat menjanpkau seluruh
pelosok dacrah Kabupaten Timor Tengah Utara

# Meningkatkan  ketersedisan  dan pemeliharaan  sarana dan  prasarana
perhubungan

» Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sarana dan
prasarana perhubungan

4.2 5asaran

Untuk mencapal twjuan seperti dikemukakan diatas maka perlu ditetapkan
sasaran beserta targetfindikator kinerja yang ingin dicapai dalam periode
perencanaan. Sasaran yang ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah
ditetapkan adalah sebagal berikut :

» Sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Perhubungan dalam
menunjang pembangunan adalah sebagal berikun
* Tersedianya aparatur  yong  kompeten dibidang  perhubungan
(transpartasi] sebanyak 31 orang
* Tersedianyn sarann dan prasarana kantor yang memadal sehingpa
terwujudnya profesionalisme dalam etos kerja.
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TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Tabel T-C.25

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 2021 - 2026

.0 — e INDIKATOR TUJUAN / TARGET KINER]A TUJUAN / SASARAN FADA TAHUN KE
SASARAN 1 Z 3 4 5
1 F 3 3 4 T B v 10
1 [Meswujudian kinesja Meninghkataya Hilal SAKLP [ghor)
Femenintah Daerah yang  |akuntabilicas kinecja B6 62 ] e B0
profeslonal. transparan.  |Instansi permeriniah
akuntabel dan responsdl  |Meningkatnya kualitas  |Indeks  Kepuasan  Masyarakas
layanan publik (smart  |[IKM) 7987 BO44 81,01 B1,58 82,15
ErveTRance)
Optimalisas! Indeks siatem  pemerintakan
implementasi sistem {berbasis  elekironik  ([SPBE)
pemerntahan berbasis  |[skoe] 1.9 2 22 24 27
elekrrani® (smart
govemancel
Meningkatnya PO yang  |Jomlah PO yang menyandang
membangun Zana predikay WHES WHBEM i z 3 4 5
Initegritas

. Pembina Utarsa Muda

MIP 19710110 200005 1 002




F  Mewujudkan penyelenggaraan transportasl yang dapat menjangkau seluruh

pelosok daerah sasarannya adalah :

« Tersedianya angkutan umum yang melayanl 75% wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan

» Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan troyek yang
menghubungkan  60% daerah terpencil dengan wilayah yang telah
berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan.

* Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan  prasarana
perhubungan
» Tersedianya halte dan terminal angkutan umum pada 6 ibu kota
kecamatan yang telah terlayani amghkutan uwmum dalam trayek, dan
terpeliharanya 9 buah halte, 2 buah terminla angkutan penumpang umum
dalam kota kefamenanu
= Tersedianya Fasilitas perlengkapan falan [ Rambuy, Marka, Guard-Reil
Trafic Light dan APILL) pada 50% ruas jzlan Kabupaten.
» Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan

prasarana perhubungan.

« Terlaksanya pengujian terhadap 75% kendaraan wajib ujl yang terdapat
dalam wilayah Kabupaten timor Tengah Utara.
Secara ringkas penetapan tujuan dan sasaran serta Indikator sasaran
tertera dalam tabel TC.2-5
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai ejuan dan sasaran tersebut, maka rumusan strategi dan

kehijakan yang direncanakan sampal akhir periode perncanaan (Tahun 2026])
diarahkan untuk ;

1

Penigkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan melalui pendidikan teknis lungsional
Peningkatan kerja sama lintas sekter dan kemitraan dengan dunda usaha
[ORGANDA] dalam menycdiakan anghutan umaim

Peningkatan jumlab armaida perintis dan angkutan bersubsidi

Pembangunan halte dan termial tipe C

Pengadaan/ pemasangan dan pemeliharaan faslitas perlengkapan jalan [Trafic
Light/Rambu-rambu Lalu Lintas)

Peningkatan pengawasan dan pengendalian displlin berlalu lintas secara lerpadu
Lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel TC. 2-6

m—____
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Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

mnmﬂnmmmmwmrmmﬂm ADIL, DEMOKRATIS mmmmmmm
DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM®

' I'i JH I'FlMH '.lil

-ﬁrunhhllllm !-:h1rr1i instamsi pmuhmn Foefarmash Birokeasi
Pemerintahan kepada SOM Aparatur
TR TR, RIS T30 KT
413, Meningkatnya kealitas pemerintahan, kewangan dan
KRyl prithbil [t ketertukaas informast publik
Governance) [berbuasis SPOE
[Pengembangan Inovasi Dassah
: Implementasi reformasi
A1 Mewsjudiaan knerfa g3 o odmalisast hbreknsl an pliiunin
Pemerntah Dnarahyang |- o) e mentanh sistem publile melalul optimalisast Panstaan kelembagasn peranghat
profevonal, transpara, semerintahan berbasis pencapalan target pada B daerah

aburntabel dan respansil

eiektronlk [Smart Covernance] | (dslagan] anea perubakan

PRI RETE[ANTE T ASN VIng
disertal dengan penguatan
Implementasi reveard and

mlshement
'ﬁ'?mm'pmmmmmu

416 Meninghatnya PD yang besas dari korupsi dan birokrasi
membarngisn Tons integrits yang bersih dalam felayanan kepada
l masyarakat
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HAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Keglatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Pechubungan Kabupaten Timor Tengah
Utara merpakan rencana program prioritas sesual dengan tugas pokek dan fungsi dan
merupakan penjabaran dan program prioritas Kabupaten Timar Tengah Utara tahun
2021-2026.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah
Utara adalah sebagal berikut :

————
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Tabel T-C.27

RENCANA PROCRAM, HECIATAN DAN PENDAMNAAN DINAS FERHUBUNGAN
KABUPATEN TIMOR TENGAN UTARA 021 - 2036
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BARB VIl
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan hal yang menunjukkan bahwa program telah
berhasi]/sukses djalankan, indikator kinerja dibuat berdasarkan propram/kegiatan
yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis OFD yang mengicu pada Reacana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Timoer Tengah Utara tahun 2021-2026
yang ada pada misi ke- 4 yakni:

Misl keempat : Meningkatkan tore kelols pemerfntahon yang baik, bersik dan inovatif
misi inl dimaksud untuk mewujudkan geod and clean governance, penataan
kembali birokrasi pemerintaban  daerah  sebagai  uwjung tombak pelayanan
pemerintahan yang baik yaitu efelaif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan
akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur Yang professional dan
system kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi(e-

povernment).

Adapun tujuan dari pada misi keempat yaknl “Meningkatkan  tola  kelola

pemerintaban yang boik, bersth dan inovatif denfan sasaran yang akan dicapai yakni :

» Meninpkatnya kualitas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintal

» Meningkatnya akuntabilitas keuangan

# Meningkatnya kualitas layanan public (Smart Governance]

+ Optimalisasi implementasl system pemerintahan berbasis elekironik {Smart
Governance)

w Meningkatnya kualitas manajemen ASN

» Meningkatnya OPD yang menerapkan zona [ntegritas {Manajemen Perubahan)
Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap terhadap air bersih

7.1 Indikator Kinerja Utama

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator yang
menggambarkan kinerja pemerintahan Daerah secara umum dalam penyelenggaradn
urusan pemerintahan, disajikan dalam tabel TC 2-8
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Tabel TC.28

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026

ASPER/FOHLUS/BIDANG

Kondisi

Capalan Klaerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondis| Kinerfa
No. | URUSAN INDIKATOR KINERJA | 47T B! pada akhr
FEMBANGUNAN DAERAH [Tahun2020) | Tahun2022 | Tahun2023 | Tahun2024 | TahunZ025 | Tahun 2006 periode RPJMD
2 4 5 é 7 a g 10
9 |Perhubungan
9.1 |fumlsh  Ames  penumpang
g B | wsz 052 052 052 052 052 052
9.2 |Rasio ljin Trayek 0.10 0.10 0.0 010 0.10 0.10 0.10
9.3 |lumnbab il kir anghutan wmam 1.158 1350 1500 1200 500 LE00 LS00
%4 |lumlah pelabuhan Laut) udaray
terminal bis : . . 1 : ! :
S5 |Persentase lnyanan anghutan
darat [W] 007 ao? 0.07 o7 0.o7 ooy 0.07
95 |Persentase kepemiliian KIR
arhirtin s (9] 218 021 0.21 .21 0.21 ozl .21
9.7 thas“} Argan rambu - rambu 4240 4735 T 64.24 26,37 100 100
240 Z.18 214 Z1e 24 214 .18
veranpiit 2nnkatan ERLE 8813000 105,756,040 126,907 .24 152, &4 182 74637 219,295 64 219,295.64
210 {lumlab orang [ barang melabud
bandara/ dermaga/ terminal 164 4354 4504 4764 45968 5.064 5164
per Eahun
S.LL [Niksi SAKIF [skor) 5022 {£€) 56 62 68 74 B B
912 |Indeks uasan M ahal
(1K) - GRS sezim | vesr B044 aL.01 B158 B215 8215
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan yang
berisfat indikalif periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta
program dan keglatan, Renstra OPD ini disusun dengan suatu makud agar dokumen
tersebut dijadikan sebagal pedoman dalam pelaksanaan seluruh program dan
kegiatan serta dijadikan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau
capaian prograrm dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebul.

Sebagai Implementasi dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
[RPJMD] Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021-2026, maka penyususnan visi,
misi, tujuan, sasaran kebijakan, serta program dan keglatan dalam Henstra Dinas
Perhubungan kabupaten Timor Tengah Utara, pemberlakuannya hanya dalam lima
tahunan yaitu 2021-2026. Untuk itu guna mengantisipasi terjadinya kefakuman
pegangan dan pedoman pelaksanaan program-program di lingkup OPD, maka perlu
menetapkan pedoman transisi guna dijadikan sebagai kaidah pelaksanaannya.

Renstra OPD yang disusun  ini menjadi lampiran Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Timr Tengah Utara dengan kaidah pelaksanaan sebagal
berikut :

a2 Dokumen Renstra OPD merupakan pedoman pelaksanaan seluruh program dan
kepiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara

b. Agar seluruh pimpinan dalam lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Timor
Tengah Utara dopat mengetahui dan mempedomani Renstra terschut guna
diimplementasikan dalam rencana kerja (Renja) pada unit kerja masing-masing.

Agar setiap program dan kegiatan bisa berjalan secara efektil, maka setiap
unsur pimpinan dalam lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara
wajib melakukan evaluasi secara periodik wntuk mengukur tingkat capaian
pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerja masing-masing,

Demikian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara Ini
disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

P ————————————————————
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